
 

 

 
BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

 
NOMOR 65 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 

2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan 

bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki 
dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang 
terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin kerja, motivasi 
kerja, capaian kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat; 

b. bahwa pengaturan tambahan penghasilan diatur dalam 
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, 
dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 
daerah sehingga perlu diubah dan disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat 
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bandung Barat; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6718); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 
8); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
BARAT. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2023 Nomor 8), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada: 

a. Intansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah; 

b. Jabatan Fungsional bidang Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas yang 
menerapkan sistem BLUD; 

c. Jabatan Fungsional Guru; dan 

d. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah. 

 

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai Instansi Pelaksana 
Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 huruf a adalah : 

a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan 
Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;  

b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;  

c. Camat, dan pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat 
Kecamatan; dan  

d. Pegawai ASN lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana 
Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.  

(2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai Instansi Pelaksana 
Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya apabila 
tercapai target pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan pada 
triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai insentif pajak dan retribusi daerah. 

(3) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau 
akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak 
dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan 
untuk triwulan sebelumnya. 

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 
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3. Ketentuan dalam huruf A Lampiran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 8) menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

Ditetapkan di Ngamprah 
Pada tanggal 2 Oktober 2023 

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT, 
 

ttd. 
 

ARSAN LATIF 
Diundangkan di Ngamprah 
pada tanggal 2 Oktober 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 
ttd. 

 
ADE ZAKIR 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR       

 

 

 

65


